
 

 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 10  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 

penyempurnaaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo    

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada 

Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2009   tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5252); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

dan Permukiman di Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan 

Perdagangan/ Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 56); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6  

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                      

Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2011 tentang 

Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah 

Makam (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 

Nomor 44); 

13. Peraturan Bupati Siooarjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Penerbitan Izin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang 

di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 44); 

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penerbitan Riil Tapak (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 18); 

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana 

Tapak (Site Plan) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo        

Tahun 2018 Nomor 59); 

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Dan 

Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo  (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 108); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA 

CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah            

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 16), 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga       

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 13 
 

(1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk proses 

penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan 

utilitas perumahan dan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, 

dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas 

Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Sidoarjo. 

(3) Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1), sebagai berikut : 

a.   Ketua  : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

b. Wakil Ketua     : Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo; 

c. Sekretaris  : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 

Sidoarjo; 

d. Anggota : - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

   - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; 

   - Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo; 

   - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo; 

   - Camat Setempat 

   - Lurah/Kepala Desa Setempat. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 14 
 

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

mempunyai tugas : 

a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas 

yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya 

secara berkala; 

b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas 

sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas yang dibangun oleh pengembang; 

c. menyusun jadwal kerja; 
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d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasana, 

sarana dan utilitas oleh pengembang; 

e. melakukan verifikasi permohonan pemanfaatan 

prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat non 

komersial dan belum diserahterimakan ke Pemerintah 

Daerah;  

f. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita 

Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima; 

g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan 

pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan 

h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil 

inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan 

utilitas secara berkala kepada Bupati. 

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap : 

a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang 

dimiliki oleh Pengembang; 

b. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang telah 

ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) dengan 

kenyataan di lapangan; 

c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan 

diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan 

teknis yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (site 

plan). 

 

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga      

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 21 
 

(1)  Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 

Pengawasan pengendalian terhadap kewajiban pengembang 

dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana 

dan utilitas pada perumahan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui : 

a. pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau 

telah melaksanakan pembangunan pada perumahan; 

b. penagihan prasarana, sarana dan utilitas kepada 

pengembang perumahan yang belum menyediakan 

dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas; 

c. melakukan teguran kepada pengembang yang belum 

menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana 

dan utilitas pada perumahan; 

d. penerapan sanksi administratif. 

(3) Pendataan terhadap pengembang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perumahan, 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dibantu 

oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan. 

(4) Penagihan dan teguran kepada pengembang perumahan 

yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan 

prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas 

Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. 
 

 



5 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal  27  Februari 2019 
 

 

     BUPATI SIDOARJO, 
 

    

    ttd 
 

        SAIFUL ILAH 

Diundangkan di Sidoarjo 
 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 27  Februari 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
 
ttd 
 
 
ACHMAD ZAINI 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP :  10  TAHUN 2019 


